
 
 

GUBERNUR JAMBI 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 

TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH  

PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 - 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAMBI,  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang 

efektif, efisien, dan berkeadilan di Provinsi Jambi 

diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang baik; 

b. bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021, telah ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah  Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 

2016  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jambi 2016-2021;  

c. bahwa untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan 

kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan, 

serta sinergitas dengan capaian program pembangunan 

Daerah Provinsi Jambi, perlu dilakukan perubahan 

terhadap Peraturan Daerah  Provinsi Jambi Nomor 7 

Tahun 2016  tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-2021, yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, b dan c, serta untuk melaksanakan Pasal 

SALINAN 



264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan 

peraturan daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah  

Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016  tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 

2016-2021. 

Mengingat : 1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I 

Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana 

diubah dengan Undang- undang Nomor 61 Tahun 1958 

tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat 

Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2755); 

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4690);  

 



12. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150 Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana 

Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan 

Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai 

Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah dirubah dengan Pertauran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 



Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 517); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 994); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi   Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6), 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 

0013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 

Nomor 10) 



31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Susunan Perangkat  Daerah   

Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 

2016, Nomor 8); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI 

dan GUBERNUR JAMBI 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  PROVINSI 

JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2016  TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI 

JAMBI 2016-2021. 

Pasal I  

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah  Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 

2016  Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jambi 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7), 

diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) RPJMD Provinsi Jambi berlaku selama periode Tahun 2016-2021. 

(2) RPJMD Provinsi Tahun 2016-2021 terdiri dari 10 (sepuluh) bab 

dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 

e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

f.  BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH 



g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH 

h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

i.  BAB IX PENUTUP 

   

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran 

merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturan daerah ini. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. 

 

Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal 15 Oktober 2018 

          Plt. GUBERNUR JAMBI, 
         
        ttd 
  

H. FACHRORI UMAR 
 

Diundangkan di Jambi 
pada tanggal 15 Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI 
 
       ttd 
 
M. DIANTO 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 3 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (3-270/2018) 

 
 
 

ttd Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
     ttd 
 

M. ALI ZAINI, SH, MH 
Nip. 19730729 200012 1 002 
 


